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KORUPSI DANA PILGUB 2011

Mantan Ketua
KPU Bangkep
Diduga Terlibat

PALU,MERCUSUAR- Korupsi peng-
gunaan anggaran Pemilukada Gubernur
(Pilgub) Sulteng
2011, diduga me-
~ libatkan mantan
Ketua KPU Banggai
Kepulauan
(Bangkep), Nur
Sastro Utomo.

Demikiandikata-
kan Kuasa Hukum

i Fakhturrahman,
Jabar A Djavara tersangka peng-
gunaan anggaran Pilgub tahun 2011,
Jabar Anurantha Djavara SH,MH, Rabu
(28/8/2013), di Palu.

Untuk diketahui, Fakhturrahman
merupakan mantan Bendahara KPU
Bangkep saat Pilgub 2011 lalu. Menurut
Jabar, dalam penggunaan anggaran ben-
.dahara tidak serta merta mengeluarkan
sendiri, namun atas perintah mantan
Ketua KPU Bangkep 2011.

Baca KORUPSI di hal.11
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Fakthurrahman Jadi Tersangka Tunggal
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“Penggunaan anggaran Pilgub
2011, yang terlibat bukan han-
ya mantan Ketua KPU Bangkep
Nur Sastro Utomo, namun ada dua
nama lagi yakni, Plt Sekretaris KPU
Bangkep selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) Suripto Nurdin S.Sos
dan anggota KPU Bidang Logistik
dan Keuangan Syamsudin Diman,”
jelasnya.

Kronologis penggunaan anggaran
Pilgub 2011 tambahnya, pada bulan
Mei 2011 dilakukan pembayaran
honor PPS sejumlah Rp270.200.000.

Anggaran tersebut untuk pemba-.

yaran honor PPS di 163 desa di 15
kecamatan.

Sedangkan jumlah honor yang di-
bayarkan kepada Ketua, Sekertaris
dan dua orang anggota sejumlah
Rp216.790.000, melalui Syamsudin

‘Diman selaku anggota KPU bidang

. logistik dan keuangan.

Pembayaran tersebut diserahkan
secara tunai di penginapan Senang
Hati Luwuk, disaksikan langsung
oleh anggota Polres Bangkep Fahrul,
pembantu bendahara Pilgub 2011
Pahrudin Idris dan Mahasiswa
Unismuh Luwuk, Asto.

Bukti kuitansi pertanggung ja-
waban terhadap penerimaan uang
sejumlah Rp216.790.000 tersebut,
hilang pada saat pembongkaran
ruang bendahara sekretariat KPU
Bangkep (ruang tersebut diguna-
kan rapat) yang terjadi pada bulan
agustus 2011. Mengutip pengakuan
Syamsudin Diman kata Jabar bahwa
kopian kuitansi penerimaan secara
tunai dipegang yang bersangkutan,
sedangkan uraian penerimaan perk-
ecamatan/desa tidak pernah ditun-
jukkan kepada bendahara.

Sementara honorarium PPS di

tujuh desa di Kecamatan Labobo
adalah sebesar Rp9.310.000, dan
dibayarkan melalui anggota PPK
Kecamatan Labobo, Saiful. “Setelah
dikonfirmasi yang bersangkutan
mengakuinya,” ujar PH tersangka.
Masih menurut PH tersangka,
pada saat pembongkaran ruang
bendahara, yang menjadi pertanyaan
kenapa ruang bendahara yang digu-
nakan rapat. Padahal KPU memiliki
ruang rapat sehingga menyebabkan
kuitansi bukti pertanggung jawaban

. penerimaan sejumlah Rp9.310.000

dan kuitansi honor PPS Kecamatan
Bangkurung untuk 11 desa sebesar
Rp14.630.000, hilang.

Terdakwa mengaku bahwa honor
PPS bulan Juni 2011, benar tidak
dibayarkan. Karena dana tersebut
dialihkan ke kegiatan lain, seperti un-
tuk pembayaran selisih hutang foto
copi ATK Pilgub, selisih pembayaran
perjalanan dinas PPK ke KPU kabu-
paten dan pinjaman dalam rangka
perjalanan dinas Ketua, Sekretaris
dan anggota KPU Bangkep. Honor
PPSbulanJuni 2011 itu juga dibayar-
kan untuk perjalanan Armin Hamid
SH ke Palu dan pinjaman pribadi
Fidelis Antonius Namsa. Hutang foto
kopi Trikora (Salim Tanasa) sebesar
Rp105.000.000, foto kopi dan peng-
gandaan KPU tahun 2008 pada Toko
Anugerah (Masria Koida) sebesar
Rp10.500.000.

Berdasarkan rencana kebutuhan
barang setelah perubahan pada
Februari 2011, dana yang terse-
dia sebesar Rp199.500.000, atau
perjalanan dinas yang dibayarkan
adalah sebanyak 5 kali, sedangkan
bendahara disuruh membayarkan
perjalanan-dinas sebanyak 7 kali,
sehingga terdapat selisih.

Perjalanan dinas yang dibayar-
kan 6 orang x 19 kecamatan x 7
kali, Rp279.300.000, sedangkan
perjalanan setelah perubahan 6
orang x 19 x 5 kali Rp279.300.000,

_ sehingga selisih anggaran sejumlah

Rp79.800.000.

Pinjaman dalam rangka perjalanan
dinas ke Palu, Ketua, Sekretaris dan
anggota KPU tahun 2010 sejumlah
Rp48.120.000. Anggaran tersebut
untuk dana sosialisasi partisipasi
pemilih sesuai nomor surat 215/
KPU-Prov-024/VIII/2010, tanggal 6
Agustus 2010 sebesar Rp24.340.000.
Sementara perjalanan dinas dalam
rangka rakernis sesuai surat un-
dangan nomor : 70/UND/X/2010,
tanggal 25 Oktober 2010, sebesar
Rp23.780.000.

“Untuk itu, pihak keluarga ter-
sangka tidak menerima bahwa
Fakthurrahman menjadi tersangka
tunggal karena bendahara tidak
memiliki kewenangan melakukan
pembayaran kalau tidak ada per-
intah atasan yakni, Ketua KPU
Bangkep,” tegasnya.

Agar kasus ini dilanjutkan dan
pihak penyidik diimbau melakukan
tugasnya, yakni melaksanakan penyi-
dikan kembali. Jangan melihat hitam
putihnya kasus ini serta diminta
jangan berlaku tebang pilih.

Sementara itu, mantan anggota
KPU bidang Logistik dan Keuangan
Syamsudin Diman dikonfirmasi
melalui pesan singkat terkait kasus
ini, enggan mengomentarinya. “Maaf
saya tidak punya kapasitas itu lagi,
karena saya sejak bulan Juni 2013
sudah bukan anggota KPU Bangkep
lagi,” tulisnya dalam pesan sing-
kat yang diterima redaksi, Minggu
(1/9/2003). an




